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ABSTRACT

The Ministry of ATR / BPN is trying to make land services online in the
era of the industrial revolution 4.0. This effort is constrained by the difficult
conditions of searching for land records, especially with the Complete Systematic
Land Registration Program (PTSL). Therefore, land archives and circulars were
digitized for standardization of digitization of documents. The Land Office of
Karanganyar Regency has digitized the land archives, so it is necessary to
evaluate the digitization of land archives and their integration with the map of
land parcels. The research objective is to evaluate the implementation of digitizing
land archives and its integration with land parcels into online services. The
research method is a qualitative method with a descriptive approach. The result of
the research is that there is an unsynchronized implementation of digitizing land
archives at the Karanganyar Regency Land Office with Circular Number 5 / SE-
100.TU.02.01 / V111 / 2019 concerning Standardization of Digitization of Marks,
asynchronous digitization of land archives in the Karanganyar Regency Land
Office with this Circular Letter. one of them is because human resources do not
have knowledge of archives (archivists), digitizing land archives can minimize
problems related to the difficulty of searching for land archives, there has been no
integration between digitizing land archives with land parcels to get online
services.

Keywords: Evaluation of Land Archives Digitalization , Integrated Land

Plots Map, towards Online Services.
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BAB |

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Dunia telah memasuki era baru yang dikenal dengan era revolusi
industri 4.0. Era dimana segala sesuatunya sudah tidak lagi dikerjakan oleh
tangan manusia, semua sudah dilakukan secara automatisasi oleh mesin.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat suatu peta jalan dan
strategi Indonesia untuk menghadapi tantangan dunia dari revolusi industri
4.0 ini. Peta yang diberi nama Making Indonesia 4.0 ini memberikan arah
bagi pergerakan industri nasional di masa depan. Jokowi menjadikan Making
Indonesia 4.0 itu sebagai salah satu agenda nasional Indonesia. Sejalan
dengan Agenda Nasional Indonesia Making Indonesia 4.0, dalam RPJMN
2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil, dan makmur, telah ditetapkan 6 (enam) pengarustamaan
(mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi
katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Salah satunya
adalah tata kelola pemerintahan yang baik dimana yang menjadi fokus tujuan
adalah tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam
mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan yang
menerapkan e-Arsip terintegrasi.

Baru mulai menentukan strategi menghadapi tantangan revolusi
industri 4.0, Indonesia kembali dihadapkan pada masalah EoDB. Pada 24
Oktober 2019, World Bank Group (WBG) kembali merilis Laporan
Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) 2020 yang
berjudul “Doing Business 2020”. Laporan tersebut menyebutkan bahwa
Indonesia tetap menempati peringkat 73 dari 190 negara. Indonesia
peringkatnya tetap, tetapi terjadi peningkatan skor pada indeks dari 67,96
pada tahun lalu menjadi 69,6. Peningkatan indeks ini dikarenakan Bank

Dunia menyoroti bahwa telah dilakukan reformasi yang mendukung



kemudahan bisnis di Indonesia antara lain proses untuk memulai bisnis,
urusan perpajakan, hingga kegiatan perdagangan lintas batas. Menyikapi hal
ini, dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

mentargetkan bahwa EoDB Indonesia naik lagi pada peringkat ke 40.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang turut berperan dalam mendukung program-program pemerintah yang
menjadi agenda nasional di era revolusi industri 4.0 dan EoDB. Salah satu
agenda nasional di bidang pertanahan, Presiden Joko Widodo sejak tahun
2017 mencanangkan pensertipikatan tanah secara besar — besaran melalui
program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Kementerian
ATR/BPN sebagai pelaksana dari program PTSL ini telah membuktikan
mampu menerbitkan sertipikat sesuai target bahkan melebihi. Berikut adalah

rinciannya.

Tabel 1. Pencapaian PTSL tahun 2017-2020

No | Tahun | Target (Bidang) Capaian (Bidang)
1 2017 5 juta 5,2 juta

2 | 2018 7 juta 9,4 juta

3 | 2019 9 juta 11,2 juta

4 | 2020 10 juta Masih berjalan

Sumber : setneg.go.id dan atrbpn.go.id

Banyaknya kuantitas output sertipikat hasil PTSL yang dihasilkan
oleh Kementerian ATR/BPN ini, akan sebanding juga dengan banyaknya
arsip pertanahan yang dihasilkan. Sebut saja warkah PTSL, Buku Tanah,
Surat Ukur yang dihasilkan. Sebagai gambaran, jumlah warkah untuk
pendaftaran PTSL minimal 25 lembar, Buku Tanah 1 (satu) lembar, Surat
Ukur 1 (satu) lembar, Gambar Ukur 1 (satu) Lembar, peta bidang tanah 1

(satu) lembar. Bisa dikalkulasikan secara minimal bahwa 1 (satu) bidang



tanah memuat arsip 28 lembar. Bisa dibayangkan dan dihitung berapa banyak
arsip pertanahan yang dihasilkan dari program PTSL ini.

Permasalahan arsip pertanahan sebelum adanya PTSL adalah sulitnya
mencari keberadaan arsip pertanahan yang akan dicari. Bahkan terdapat
slogan bahwa yang dicari tidak ada, yang tidak dicari ada. Hal ini
menunjukkan bahwa arsip sebelum adanya kegiatan PTSL sudah
menimbulkan masalah tersendiri. Contoh nyata adalah di Seksi Infrastruktur
Pertanahan, ketika ada permohonan pengembalian batas dan ukur ulang.
Permohonan ini pasti memerlukan Gambar Ukur. Tetapi sering Kkali, ketika
dicari Gambar Ukur ini tidak ada. Inilah yang menyebabkan banyak petugas
ukur kesulitan, hingga akhirnya menyisihkan tugas ini. Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan juga mengalami kesulitan ketika
mencari warkah untuk penanganan suatu kasus. Kesulitan pencarian ini

terjadi ketika awal proses dan dalam berjalannya proses.

Beberapa gambaran permasalahan di atas muncul sebelum adanya
program PTSL ketika kuantitas permohonan masih sedikit. Bisa dibayangkan
dengan adanya program PTSL ini, arsip pertanahan makin sulit untuk dicari.
Akibatnya banyak kegiatan yang tidak dapat terselesaikan hingga jadi
tunggakan yang akan terjadi. Kementerian ATR/BPN telah melakukan upaya
guna mengantisipasi berbagai masalah terkait arsip pertanahan dan tuntutan
perkembangan zaman dengan melakukan digitalisasi arsip pertanahan pada
tahun 2010 an. Tetapi mulai kembali digalakkan melalui kegiatan PTSL. Saat
ini kegiatan PTSL ini juga harus diikuti dengan kegiatan digitalisasi arsip
pertanahan guna peningkatan kualitas data bidang tanah yang terdaftar dalam
PTSL ini.

Kementerian ATR/BPN telah mencanangkan di dalam roadmap 5
tahun kedepan bahwa pada tahun 2021-2022, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang bertekad mewujudkan pelayanan yang serba elektronik dan pelayanan

pertanahan online. Namun, melihat fakta di lapangan terkait sulitnya



melakukan pencarian arsip pertanahan, tentunya menjadikan sebuah
pertanyaan apakah pelayanan pertanahan online ini akan dapat diwujudkan.
Ketika arsip pertanahan masih susah untuk ditemukan, adalah hal yang sulit
untuk mewujudkan pelayanan pertanahan online. Permasalahan terkait
dengan pencarian arsip pertanahan diharapkan dapat diselesaikan melalui

kegiatan digitalisasi ini.

Kementerian ATR/BPN sebenarnya telah melakukan kegiatan
digitalisasi arsip pertanahan sejak tahun 2010 an. Tetapi dalam berjalannya
waktu, kegiatan ini tidak berjalan dengan baik. Kembali digalakkan dengan
adanya program PTSL. Sebagai wujud nyata aksi, pada 5 Agustus 2019,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan Surat Edaran Nomor
5/SE- 100.TU.02.01/V11/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah.
Surat edaran memuat tentang maksud dan tujuan dilakukannya digitalisasi
warkah, dasar hukum digitalisasi warkah, dan tahapan kegiatan digitalisasi
warkah serta lampiran. Maksud dan tujuan surat edaran ini adalah sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan digitalisasi dokumen dengan harapan kegiatan
digitalisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tahapan kegiatan
yang harus dilalui adalah (1) Persiapan, (2) Scan Warkah, (3) Indexing, (4)
Quality Control, (5) Penyimpanan ke dalam server, (6) Daftar Arsip Alih
Media.

Memasuki era revolusi industri 4.0 ini, kegiatan digitalisasi arsip
pertanahan tidak serta merta hanya digitalisasi arsip saja, tetapi perlu
diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Sebagai contohnya adalah hasil
digitalisasi arsip pertanahan terintegrasi dengan peta bidang tanah yang telah
berbasis elektronik dan berbasis bidang. Hal ini tentu saja akan memudahkan
dan mendukung Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan
online sehingga percepatan pelayanan akan terjadi. Oleh karena itu, hasil dari
kegiatan digitalisasi arsip pertanahan akan dilihat keintegrasiannya dengan
peta bidang tanah apakah antara keduanya telah terintegrasi sehingga dapat

mendukung pelayanan online pertanahan. Selain itu, evaluasi juga akan



dilakukan terhadap pelaksanaan digitalisasi arsip pertanahan telah sesuai
dengan peraturan perundang — undangan atau belum dan dapat mengatasi
permasalah terkait arsip pertanahan. Berdasarkan uraian di atas peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kegiatan
Digitalisasi Arsip Pertanahan Dan Integrasinya Dengan Peta Bidang Tanah
Menuju Pelayanan Online (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar)”.

B Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah
1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana integrasi digitalisasi arsip pertanahan dan peta bidang tanah
menuju  pelayanan online pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar?

C Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Mengetahui pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam
upaya menuju pelayanan online.

b. Melakukan evaluasi digitalisasi arsip pertanahan dan integrasinya
dengan peta bidang tanah terintegrasi menuju pelayanan online pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah:
a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal mengungkapkan



berjalannya kegiatan digitalisasi arsip pertanahan dan integrasinya
dengan peta bidang tanah menuju pelayanan online.

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional untuk mengetahui secara mendasar mengenai
kegiatan digitalisasi arsip pertanahan yang berjalan khususnya di
Kantor Pertanahan Kabupaten/kota dan integrasinya dengan peta
bidang tanah dalam upaya menuju pelayanan online sehingga dapat
memformulasikan kebijakan tentang digitalisasi warkah secara tepat.

c. Kegunaan bagi masyarakat dengan adanya kegiatan digitalisasi ini
adalah adanya kepastian bahwa arsip pertanahan dari bidang tanah
yang mereka miliki telah memiliki dokumen elektronik sehingga

pelayanan pertanahan secara online dapat segera terwujud.

D Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan juga
rujukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian serta sekaligus sebagai
pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan
oleh calon peneliti. Berikut ini peneliti memaparkan tiga penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan digitalisai warkah yang dilakukan di kantor pertanahan.
1. Penelitian pada tahun 2015 yang telah dilakukan oleh Muhammad Teguh
Dwi Putranto yang berjudul “Proses Digitalisasi Koleksi Deposit Di UPT
Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengkaji pedoman standar teknis kerja di UPT Perpustakaan
Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam proses digitalisasi koleksi deposit serta
kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi dalam memilih koleksi bahan
pustaka tercetak yang akan didigitalisasikan. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif dengan kategori
studi kasus. Hasil penelitian adalah bahwa diperlukannya penyusunan

standar teknis seleksi bahan pustaka secara baku dan tertulis dalam proses



digitalisasi agar kegiatan digitalisasi terstruktur dengan baik dan jelas di
UPT Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

. Penelitian pada tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Ridho Julian Satria
yang berjudul “Pemanfaatan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) Untuk
Sistem Pengarsipan Warkah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”. Penelitian ini menguraikan
pemanfaatan Aplikasi Warkah (i-Wak) untuk membantu pengarsipan
warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Tujuan dari penelitian
ini adalah (1) untuk mengetahui penyimpanan, pengelolaan, dan
penggunaan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin (2) Mengetahui penerapan Aplikasi Informasi Warkah ( i-Wak)
dalam sistem pengarsipan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa Aplikasi i-Wak berguna
untuk meminimalisir resiko kehilangan data terhadap peminjam serta
jumlah warkah dan buku tanah yang telah dipinjam dan terbentuk sistem
pengarsipan yang baik dan berkualitas untuk mendukung kegiatan
pemeliharaan data pertanahan.

. Penelitian pada tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Utami Anggraini
dengan judul “Pengelolaan Warkah Digital Dan Prospek Pemanfaatannya
(Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera
Selatan)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
pengelolaan warkah digital dan untuk mengetahui prospek pemanfaatannya
untuk pelayanan pertanahan. Metode penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk
prospek pemanfaatannya dianalisis dengan analisis SWOT (Strenght,
Weaknesses, Opportunities, Threats). Penelitian ini menguraikan tentang
pengelolaan warkah digital pada Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau
menggunakan media Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) dan Sistem
Pengelolaan Warkah elektronik (SLOKA ETNIK). Hasil penelitian yang

diperoleh adalah pengelolaan warkah digital pada Kator Pertanahan Kota



Lubuklinggau menggunakan media aplikasi Informasi Warkah (i-Wak).
Prospek pemanfaatan dari pengelolaan warkah : 1) Pencarian warkah yang
relatif lebih cepat dibandingkandengan cara manual,(2) merupakan kegiatan
kroscek data yang ada di aplikasi GeoKKP dengan dokumen yang ada di
ruang arsip.

Berdasarkan paparan dari tiga penelitian terdahulu di atas, terdapat
perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan
dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ini lebih
menekankan pada bagaimana digitalisasi arsip pertanahan dan peta bidang

tanah terintegrasi menuju pelayanan online dan evaluasi atas kegiatan tersebut.



BAB VII

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Karanganyar :

a. Pelaksanaan digitalisasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar terdapat ketidaksinkronan dengan Surat
Edaran Nomor 5/SE-100.TU.02.01/V111/2019 Tentang Standarisasi
Digitalisasi Warkah. Ketidaksinkronan ini berpengaruh terhadap
legalitas dari produk hasil digitalisasi utamanya dalam hal
kepastian hukum.

b. Ketidaksinkronan kegiatan digitalisasi arsip pertanahan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan Surat Edaran ini salah
satunya dikarenakan Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki
pengetahuan tentang kearsipan (arsiparis), sehingga dalam
menjalankan kegiatan digitalisasi arsip ini bukan dalam rangka
pengelolaan arsip pertanahan, hanya sebagai pekerjaan sampingan
sebatas langkah untuk menaikkan progress dashboard capaian
PTSL.

c. Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan dapat meminimalisir
permasalahan terkait sulitnya melakukan pencarian arsip
pertanahan sehingga dapat menyukseskan agenda Kementerian
ATR/BPN untuk melaksanakan pelayanan pertanahan elektronik
dan online.

2. Belum ada keterkaitan/ integrasi antara kegiatan digitalisasi arsip
pertanahan dengan Peta Bidang Tanah untuk menuju pelayanan
online. Hal ini dilihat dari proses pembuatan Peta Bidang Tanah yang
berhenti pada pencetakan Peta Bidang Tanah saja. Tidak ada proses

lebih lanjut dari Peta Bidang Tanah secara elektronik/ digital.
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B Saran

1. Perlu dilakukan kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan
ANRI guna menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki
pengetahuan tentanng kearsipan yaitu arsiparis yang paham akan ilmu
kearsipan.

2. Menggandeng pihak ketiga dalam kegiatan digitalisasi arsip
pertanahan ini agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Dengan cara ini, maka percepatan digitalisasi arsip
pertanahan akan tercapai sehingga permasalahan pencarian arsip bisa
diminimalisir dan dihilangkan.

3. Perlu adanya sebuah aplikasi guna menghubungkan antara hasil
digitalisasi arsip pertanahan dengan peta bidang tanah guna

mendukung suksesnya pelayanan online pertanahan.
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